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BUPATI BANOLI 
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SALINAN

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI 
NOMOR  13 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 

RETRIBUSI TERMINAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA 

BUPATI BANGLI, 

Menimbang :     a.  bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai ..pe:nyelenggaraan pemerintahan 
daerah\>l.,dan meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat, sehingga 
perlu pengaturan .      berdasarkan prinsip demokrasi, .  pemerataan dan 
keadilan, peran   serta   masyarakat, ,            dan   akuntabilitas  dengan 
memperhatikan potensi daerah;           · 

 
f  ·' 

b.  bahwa dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 
tentang   Pajak  Daerah  dan   Retrbusi  Daerah,  mengamanatkan 
pengaturan Retribusi Terminal di atur dengan peraturan daerah; 

 

c.  bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 
16  Tahun 1991  tentang Restribusi Terminal Angkutan Penumpang 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka perlu 
untuk ditinjau kembali; 

 
d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Terminal; 

 
Mengingat 1.    Undang-Undang Nomor  69  Tahun  1958  ,     tentang  Pembentukan 

Daerah-daerah  Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah  Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  1958 Nornor  122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  125, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor  4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua Atas Nornor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 59,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);                       .
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3.   Undang-Undang    Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

 
4.  Undang-Undang  Nomor 2S  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan 

Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

 
5.  Undang-Undang Nomor  12    Tahun  2011  tentang   Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran   Negara     Republik 
Indonesia Tahun  2011  Nomor   82,  Tambahan   Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8  Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang  Menjadi  Kewenangan Pemerintahan 
Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 
Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  Bangli Nomor 7); 

.  ··.,/    ' 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

;DEWAN  PERWAK1LAN RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BANGLI 
 

dan 
 

BUPATI  BANGLI        

 

 MEMUTUSKAN   : 
 

Menetapkan          PERATURAN DAERAH  TENT ANG RETRIBUSI  TERMINAL. 
 

BAB I 
 

,.                                     KETENTUAN  UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.  Daerah adalah  Kabupaten  Bangli. 
2.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. 
3.   Bupati adalah Bupati Bangli 
4.  Dinas  Perhubungan, Komunikasi dan  Informatika adalah  Dinas  Perhubungan, 

Komunikasi  clan Informatika  Kabupaten  Bangli. 
5.   Kepala Dinas  adalah Kepala  ·Dinas   Perhubungan,   Kornunikasi dan  Informatika 

Kabupaten  Bangli. 
6.   Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retrlbusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   ' 
7.   Terminal adalah prasarana transportasi jalan  untuk  keperluan menurunkan dan 

menaikkan ,   perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur 
kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan umum yang merupakan salah satu 
wujud simpuljaringan  transportasi, 

9.   Daerah Iingkungan kerja terminal adalah daerah yang diperuntukkan   untuk fasilitas 
utama clan fasilitas  penunjang  terminal.
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10. Badan  adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak rnelakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer,  perseroan Iainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bennrk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana  pensiun,  persekutuan, perkumpulan, yayasan,  organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, Iembaga, bentuk usaha tetap, dan 
bentuk badan lainnya, 

11. Jasa  adalah   kegiatan   Pemerintah   Daerah  berupa   usaha  'dan   pelayanan  yang 
menyebabkan  barang, fasilitas atau kemanfaatan  lainnya yang dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan.                                                      . 
12. Pelayanan  Terminal  adalah [asa pelayanan  penyediaan  tempat  parkir untuk menaikkan 

dan menurunkan  ,  fasilitas'parkir  kendaraan selain kendaraan  angkutan  umum, tempat 
kegiatan usaha dan fasilitas Iainnya di lingkungan terminal. 

13. Kendaraan umum  adalah  setiap  kendaraan  bermotor  yang  disediakan  untuk 
dipergunakan oleh umum dengan, dipungut bayaran baik Iangsung maupun tidak 
langsung. ,             ,, '·          ·                                       · 

14. Bus.Angkutan   Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disebut bus AK.AP adalah 
angkutan dari satu kota-ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kcta  yang 
melalui  lebih dari satu- daerah Propinsi dengan menggunakan  mobil bus umum yang 
terikat dalam trayek, .             .                                                                                     1

 

15.  Bus Angkutan Kofa Dalam Propinsi yang selanjutnya disebut Bus AKDP adalah 
angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam 
satu daerah Propinsi dengan menggunak:anmobil bus umum yang terikat dalam trayek, 

16. Angkutan   Kota adalah ·:mgkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah 
Kota atau Wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan   mobil bus umum atau 
mobil umum yang terikat dalam trayek. 

17. Angkutan Pedesaan  adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah 
Kabupaten yang tidak termasak dalam trayek kota yang berbeda pada wilayah Ibukota 
Kabupaten dengan mernpergunakan mobil bus umum atau mobil umum yartg terikat 
dalam trayek,                                                                    , 

18.  Mobil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya    8 
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun 
tanpa perlengkapan  pengangkutan  bagasi, 

19. Kendaraan   bermotor adalah kendaraan  yang digerakkan  oleh peralatan teknik yang 
berada pada kendaraan itu . 

.                                       20. Parkir adalah keadaan  tidak: bergerak  suatu kendaraan  yang bersifat  sementara . 
21. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilingkungan kerja 
terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah  daerah dan/atau 'pelayanan 
pemberian Izin Penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada 
orang pribadi atau badan.          .      :  ,,· 

22. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah 
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 
sektor swasta.                                                  _                                                      '                                                ·     · 

23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan  batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan  jasa  dan perizip.an  tertentu bagi Pemerintah 
Kabupaten.          '                                                                                                         · 

24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang• 
undangan retribusi  diwajibkan untuk  melakukan pepibayaran retribusi,termasuk 
pemungut retribusi tertentu.          ,                                                                                       · 

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang. 

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga: dan atau denda.
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27. Kedaluwarsa   adalah  suatu  alat  untuk  memperoleh   sesuatu  atau  untuk  dibebaskan   dari 

suatu  perikatan   dengan   lewatnya   suatu  waktu   tertentu   dan  atas   syarat-syarat    yang 

ditentukan  oleh  Undang-Undang; 

28. Penyidik  adalah  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau Pejabat  PegawaiNegeri 

Sipil   tertentu    yang  diberi    tugas   wewenang    khusus    oleh  Undang-undang     untuk 

melakukan  penyidikan; 
29.  Penyidik   Pegawai  Negeri   Sipil  adalah  Pejabat  Pegawai   Negeri Sipil  tertentu   dalam 

lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh undang• 
undang   untuk   melakukan    penyidikan terhadap   pelanggaran    Peraturan    Daerah   yang 

memuat  ketentuan  pidana; 

30.  Penyidik   Tindak   Pidana adalah   serangkaian  tindakan   yang dilakukan   oleh  Penyidik 

Pegawai    Negeri    Sipil  yang    selanjutnya disebut    Penyidik, untuk  mencari    serta 

mengumpulkan   bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tindak pidana  yang  terjadi 

·                  serta menemukan   tersangkanya. 
 

 
 

          
(\   .
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BAB II

NAMA,  OBJEK  DAN  SUBJEK  RETRIBUSI 
 

 

Pasal 2 

 
Dengan nama retribusi   termi~al   dipungut retribusi   sebagai   pembayaran ·  atas pelayanan 

penyediaan   tempat   parkir   untuk  angkutan   penumpang   dan  Bus  Urnum, tempat kegiatan 
usaha,   fasilitas   lainnya   di  lingkungan    terminal    yang   dimiliki   dan/atau    dikelola   oleh 

Pemerintah  Daerah.                                                                                                                    .,, 
 

 

Pasal 3 

 
(1) Objek  Retribusi   Terminal   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat ( 1)  adalah pelayanan 

penyediaan tempat  parkir untuk  kendaraan  penumpang dan bis umum, tempat usaha 

dan   fasilitas   lainnya dilingkungan terminal   yang   disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola  oleh Pemerintah Daerah.

 (2)

 

 

Dikecualikan    dari   objek  retribusi  sebagaimana    dimaksud    pada   ayat {2)   adalah 

terminal   yang   disediakan,   dimiliki   dan/atau   dikelola   oleh   Pemerintah,    ~l)MN, 

BUMD  clan pihak  swasta.

Pasal 4 

 
(1) Subyek      Retribusi       Terminal            adalah      orang      pribadi      atau      badan      yang 

menggunakan/menikmati pelayanan  jasa  usaha Terminal. 

 
(2) Wajib  Retribusi   Terminal   adalah  orang  pribadi   atau  badan  yang  menurut   ketentuan 

peraturan perundang-undangan     Retribusi   diwajibkan    untuk   melakukan    Pembayaran 

retribusi,  termasuk  pemungut  atau pemotong  Retibusi  Terminal.
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BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
 

J                                                                                                                                    Pasal  5 
 

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha 
 

 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN  JASA 

 

Pasal   6 
 

Tingkat penggunaan  jasa  dihitung berdasarkan  jenis kendaraan dan frekwensi keluar 
masuk terminal. 

 

BAB V                             , 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF 

 

. 

Pasal  7 
 

(1) Prinsip dan  besaran dalam penetapan struktur dan  besam.ya   tarif  retribusi 
didasarkan atas tujuan.. ;.,untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

 

(2) Keuntungan  yang layak sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) adalah  keuntungan 
yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 

 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RBTRIBUSI 

 
 

•.                                                                            :                                                                                     ·

 

Pasal 8

Struktur  dan   besarnya tarif sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut 

a)  Besarnya tarif retribusi terminal kendaraan angkutan penumpang umum untuk 
setiap kali masuk terminal: 
1. Bus Angkutan Antar Kota  

 Antar Propinsi (Bus AKAP) Rp. 2.000,4sekali   masuk 
2. Bus Angkutan Kota   

 

3. 
Dalam Propinsi  (Bus AKDP) 
Angkutan Mini Bus antar Kota 

Rp. 
Rp. 

1.000,':'/sekali masuk 
1.000,-/sekali   masuk 

4. Angkutan Pedesaan Dalam Kota Rp. 500,-/sekali masuk 
5. Mobil Barang Rp. 2.000,-/sekali masuk 

 

b)  Besamya tarif retribusi terminal kendaraan barang setiap kali masuk terminal: 
1. Berat sampai dengan JBB O  kg - 2.500 kg sebesar  Rp. 2.000, 00 (dua ribu 

rupiah); 
2.     Berat sampai dengan JBB 2.501 kg- 7.500 kg sebesar Rp.  3.000,00 (tiga 

ribu rupiah);      · 
3. Berat sampai dengan JBB 7.501 Kg ke atas sebesar Rp. 5.000,00 (lima 

ribu rupiah).                                                   ·                                                                                                                                                           ·
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  Pasal  9 
 

(1)      Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
 

i,                                                         j 

(2)     Peninjauan tarif Retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan  indeks harga pasar dan perkembangan  perekonomian. 
 

 

(3)     Penetapan tarif Retribusi  sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
 

 
 

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasal 10 

 

Retribusi terutang dipungut di terminal di wilayah Daerah Kabupaten Bangli. 
 

 
 

BAB VIII 
PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURAN,DAN 

 

PENUNDAAN PEMBAYARAN. 
 
 

Pasal 11 
 

(1) Retribusi   dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
 dipersamakan.      -»  

 

(2)  Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

karcis, kupon,  dan kartu langganan. 
 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan  Retribusi diatur 

dengan Peraturan  Bupati. 
 

. 
 

Pasal 12 
 

Berdasarkan SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan  sebagaimana  dimaksud dalam 
Pasal 11  wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang, 

 

 
 

Pasal 13 
 

(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. 
 

(2) Pembayaran  dilakukan  di Kas Daerah atau di tempat lain/unit  pelayanan terpadu 

dengan menggunakan  SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

maka basil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1    x 24 

jam. 
... 

(4) Setiap  pembayaran   retribusi   diberikan  tanda   bukti  pembayaran   retribusi   dan 

dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
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(5) Tata  cara pembayaran,  penetapan  tempat  pembayaran,  angsuran  dan  penundaan 

pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

 
 

BAB IX 
SANKSI ADMINISTRASI 

 

·            Pasal 14 

 
Dalam hal Wajib Retribusi  tidak membayar retribusi yang terutang  berdasarkan  SK.RD 
tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang  yang tidakatau   kurang 

dibayar dan ditagih dengan menggunakan  STRD. 
 

 
 

BAB X 
TATA.CARA  PENAGIHAN, 

 
Pasal 15 

 
(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. 

 
(2) Pengeluaran surat teguran yang  sejenis sebagai tindakan pelaksanaan  penagihan 

retribusi dikeluarkan  segera setelah  7 (tujuh) hari sejak'[atuh tempo pembayaran. 
 

(3) Dalamjangka  waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang, 

 
;, 

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan  oleh Bupati atau 
pejabat. 

 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati 
 

•               BAB XI 

KEDALUWARSA  PENAGIHAN 
 

Pasal 16 
 

(1) Hak untuk melakukan  penagihan  Retribusi  menjadi kedaluwarsa  setelah melampaui 

waktu  3  (tiga) tahun  terhitung  sejak  saat terutangnya  Retribusi, kecuali jika  wajib 

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

 
(2) Kedaluwarsa   penagihan   Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 

jika: 
a.   diterbitkan Surat Teguran; atau                                  . 
b.    ada  pengakuan   utang  Retribusi  dari  wajib  Retribusi,   baik  langsung  maupun 

tidaklangsung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ,"'  ...
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(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf 
a.kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal dlterimanya Surat Teguran tersebut. 

 
(4) Pengakuan utang Retribusi seeara langsung sebagaimana dimaksud  pada ayat (2)huruf 

b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan  masihmernpunyai  utang 
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, 

 
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b,  dapat diketahui dari  pengsjuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi. 

 

 
 

BAB XII 
 

PENGHAPUSAN  PIUT ANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 
 

/ 

(\..           .     ·~ . 

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

 
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah 

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
,;, 

.,;·•l          .,.  .:i 

(3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sud~   kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
 
 
 

BAB XIlI  

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 18 

•  (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan   Pemerintah   Daerah diberi wewenang 
khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :                     .. 
a.   menerima, mencari, rnengumpulkan,    clan  meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.   rneneliti,  mencari, clan mengumpulkan  keterangan  mengenai  qrang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan  dengan tindak 
pidana retribusi; 

c.   meminta  keterangan  clan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

d.   memeriksa buku, catatan, clan  dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 
dibidang retribusi; 

e.    melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan barang  bukti  pernbukuan, 
pencatatan,  clan dokumen  lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti 
tersebut; 

·         f.   meminta  bantuan  tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi;
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g. menyuruh  berhenti  dan/atau  melarang  seseorang  meninggalkan  ruangan  atau 

tempat  pada  saat  pemeriksaan  sedang  berlangsung  dan  memeriksa  identitas 

orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 
h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

J.   menghentikan  penyidikan; dan/atau 
k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan  tindak pidana 

dibidang retribusi  sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan. 
 

(3) Penyidik   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   memberitahukan    dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya  kepada penuntut  umum melalui 
penyidik pejabat  Polisi Negara  Republik Indonesia,  sesuai  dengan  ketentuan  yang 

diatur dalam Undang-Undang  Hukum Acara Pidana. 
 

 

          
./

 

BAB XIV 
 
 KETENTUAN PIDANA 

Pasal 19

(1)     Setiap orang  atau Badan yang  melanggar  ketentuan  Pasal 12, dipidana     dengan 
Pidana      kurungan ' =paling  lama  3   (tiga)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). 

(2)    Tindak pidana  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  adalah  pelanggaran. 

(3)    Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. 
 

 
 

 

     ,;. 

BAB XV 

 KETENTUAN   PENUTUP 
 

Pasal 20

Pada saat peraturan  daerah  ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten  Daerah Tingkat
It Bangll Nemer 16 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal  (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangli Tahun 1992 Nomor 7 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 

Pasal 21 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan  Peraturan  Daerah  ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli. 
 

 



SALINAN 
 

 
 
 
 
 

     Ditetapkan  di Bangli 
         pada tanggal, 30 Desember 2011 

 

                                BUPATI BANGLI, 
 

                                  ttd 

 
 
        I  MADE GIANYAR 
 
 
 
Diundangka di Bangli 
pada tanggal, 30 Desember 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE BAGLI 
 
 
   ttd 
 
         I WAYAN SUTAPA 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 13 
 
    

      Salinan sesuai dengan aslinya 

     KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

     SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI, 

                                 ttd 

              IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI 

              PEMBINA TK.I (IV/b) 

NIP.19650210 199503 1 003 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ,;.



• 

SALINAN 
 

 
 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BANG LI 
NOMOR 13   TAHUN 2011 

TENT ANG  

RETRIBUSI  TERMINAL 
 

 

I.    UMUM 
 

 
 

Bahwa untuk tertibnya pungutan di Terminal dipandang perlu adanya dasar yang 
 

mengatur  atas  pungutan  dimaksud  mengingat  Peraturan  Daerah  Tingkat  II  Bangli 
/                                                                                                                        . 

nomor 16 tahun  1991- tentang  Retribusi Terminal Angkutan penumpang  sudah tidak 

memadai, maka perlu dilakukan pengaturan kembali. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1
 

Pasal 2 
 

Pasal 3 

 
Pasal 4 

 

Pasal 5 
 

Pasal 6 
 

Pasal7 
 

Pasal 8 

 
Pasal 9 

Cukup jelas, 

Cukupjelas 

Cukup jelas. 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. 

Cukup jelas . 

Cukup jelas 

Cukupjelas

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan  dalam Peraturan 

Daerah  perlu  disesuaikan  karena biaya  penyediaan  layanan  cukup besar 

dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan 

layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.



• 

SALINAN 
 

• 
 
 

Pasal 10 

 
Pasal 11 

 

 

Cukup jelas 

 
Cukup jelas.

Pasal 12 

 
Pasal 13 

 
Pasal 14 

 
Pasal 15 

 
Pasal 16 

 
Pasal 17 

 
Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas..
 

Pasal 18                      (\     . 

Cukup jelas.

Pasal 19 

 
Pasal 20 

 
Pasal 21 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. ···~ 

Cukup jelas.

 

TAMBAHAN LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 10....

 
 
 
 
 
 

 

 


